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KECAMATAN KALORAN

PERATURAN DESA GANDULAN
NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GANDULAN NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Menimbang: a.

b.

Mengingat : 1.
2.

3.

Rencana Fembiens

DESA GANDULAN KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANDULAN,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan)
tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Gandulan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten
Temanggung Tahun 2020-2026;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahbeberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
57);

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun
2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor
72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun
2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor
69);

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2023 Nomor 12);

18. Peraturan Desa Gandulan Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gandulan
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa
Gandulan Tahun 2017 Nomor 1);

19. Peraturan Desa Gandulan Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten
Temanggung (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2019 Nomor
4);

20. Peraturan Desa Gandulan Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gandulan
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2020 -
2026 (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2020 Nomor 7).

21. Peraturan Desa Gandulan Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Kekayaan Desa (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2022 Nomor
7);
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Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDULAN
dan
KEPALA DESA GANDULAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA GANDULAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, DESA
GANDULAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2020-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Gandulan Nomor 7 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026,
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 3, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 23, Pasal 1
diubah sehingga berbunyi:
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah adalah pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Camat adalah Camat Kaloran

Desa adalah Desa Gandulan

Kewenangan Desaadalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gandulan yang terdiri dari
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

10.Kepala Desa adalah Kepala Desa Gandulan merupakan pejabat
Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gandulan merupakan unsur staf
yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam
bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
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